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This research analyzes the impact of applying the principle of non-

refoulement on Indonesia's diplomatic bargaining position in 

handling international refugees. Although it has not yet ratified the 

1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, Indonesia holds a 

strategic position as a transit country in Southeast Asia and 

implements this principle thru national policies, particularly 

Presidential Regulation Number 125 of 2016. Using a qualitative 

approach thru triangulation of policy documents, international 

organization reports, and academic literature, this research 

demonstrates that the implementation of non-refoulement 

strengthens Indonesia's moral and legal legitimacy within the 

refugee protection regime. This legitimacy becomes diplomatic 

capital to enhance Indonesia's bargaining position in promoting 

burden-sharing schemes thru three mechanisms: cooperation with 

UNHCR and IOM regarding funding and long-term solutions, the 

interdependent bilateral relationship between Indonesia and 

Australia, and the utilization of the Bali Process as a non-binding 

multilateral forum. Overall, the mechanism reflects Indonesia's 

efforts to balance humanitarian commitments, international burden-

sharing, and sovereignty and policy flexibility as a transit country. 
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Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan prinsip non-

refoulement terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia dalam 

penanganan pengungsi internasional. Meskipun belum meratifikasi 

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia memiliki 

posisi strategis sebagai negara transit di Asia Tenggara dan 

menerapkan prinsip tersebut melalui kebijakan nasional, khususnya 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dengan pendekatan 

kualitatif melalui triangulasi dokumen kebijakan, laporan organisasi 

internasional, dan literatur akademik, penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan non-refoulement memperkuat legitimasi moral dan 

hukum Indonesia dalam rezim perlindungan pengungsi. Legitimasi 

ini menjadi modal diplomatik untuk meningkatkan posisi tawar 

Indonesia dalam mendorong skema burden-sharing melalui tiga 

mekanisme: kerja sama dengan UNHCR dan IOM terkait pendanaan 

dan solusi jangka panjang, hubungan bilateral Indonesia–Australia 

yang bersifat saling bergantung, serta pemanfaatan Bali Process 

sebagai forum multilateral non-binding. Secara keseluruhan, 

mekanisme tersebut mencerminkan upaya Indonesia 

menyeimbangkan komitmen kemanusiaan, pembagian beban 

internasional, serta kedaulatan dan fleksibilitas kebijakan sebagai 
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negara transit. 
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PENDAHULUAN  
 

 

 

Fenomena pengungsi merupakan salah satu isu global yang paling kompleks dan 

multidimensional dalam hubungan internasional modern. Arus perpindahan manusia lintas 

batas negara yang disebabkan oleh konflik bersenjata, penindasan politik, bencana 

kemanusiaan, maupun pelanggaran hak asasi manusia, telah menjadi tantangan yang 

signifikan bagi komunitas internasional (Sopamena, 2023). Menurut laporan UNHCR Global 

Trends (2024), jumlah pengungsi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 117 juta jiwa, 

yang menandai rekor tertinggi dalam sejarah modern umat manusia. Data tersebut 

menggambarkan bahwa migrasi paksa bukan sekadar masalah regional, melainkan persoalan 

global yang menuntut tanggapan kolektif dari negara-negara di dunia ( Prytha Yunir, 2021). 

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia berperan sebagai negara transit strategis bagi 

pengungsi dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika yang menuju Australia atau negara 

ketiga. Letak geografis yang luas dan pengawasan jalur laut yang terbatas menjadikan 

Indonesia titik persinggahan penting dalam migrasi global, sekaligus menempatkannya pada 

dilema antara kewajiban mematuhi norma perlindungan pengungsi internasional dan 

kebutuhan menjaga kedaulatan, stabilitas sosial, serta kepentingan nasional (Saragih et al., 

2021). Australia menjadi tujuan utama pengungsi karena sistem suaka dan perlindungan 

hukumnya yang kuat, meskipun kebijakan ketat seperti Operation Sovereign Borders 

menyebabkan banyak pengungsi tertahan di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan 

Indonesia bagian penting dalam rantai migrasi internasional, sekaligus dipandang sebagai 

negara transit yang relatif aman dan stabil secara politik dengan tingkat penerimaan sosial 

yang cukup baik (Somantri, 2022). 

Peran Indonesia sebagai negara transit dipengaruhi oleh belum adanya mekanisme 

hukum nasional yang secara tegas mengatur status pengungsi, sehingga penanganannya 

dilakukan melalui pendekatan administratif oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama 

dengan UNHCR dan IOM. Meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967, Indonesia tetap menunjukkan komitmen moral dan politik berbasis prinsip 

kemanusiaan melalui politik luar negeri bebas aktif serta keterlibatan dalam berbagai forum 

internasional dan regional, termasuk kerja sama dengan UNHCR, IOM, dan AHA Centre 

(Dwi et al., 2021). Prinsip non-refoulement merupakan inti perlindungan pengungsi dalam 

hukum internasional, yang melarang negara memulangkan individu ke wilayah yang 

membahayakan keselamatan hidupnya. Prinsip ini telah berkembang sebagai norma jus 

cogens yang mengikat seluruh negara, termasuk Indonesia meskipun belum menjadi pihak 

Konvensi 1951. Di tingkat nasional, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi 

landasan penting penanganan pengungsi melalui koordinasi antarlembaga. Namun, regulasi 

ini belum memberikan pengakuan formal terhadap status hukum pengungsi, sehingga 

implementasinya masih sangat bergantung pada peran UNHCR dan IOM (Fitriyadi, 2020). 

Posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi tercermin melalui 
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penerapan prinsip non-refoulement dan kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 

125 Tahun 2016. Meskipun bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, 

kepatuhan Indonesia terhadap prinsip non-refoulement sebagai norma jus cogens memperkuat 

legitimasi moral, citra kemanusiaan, serta kepercayaan aktor internasional seperti UNHCR 

dan IOM. Posisi tawar tersebut lahir dari kombinasi fleksibilitas hukum akibat 

ketidakterikatan konvensi, keterbatasan kapasitas nasional, dan komitmen normatif terhadap 

HAM, yang memungkinkan Indonesia menegosiasikan dukungan internasional, termasuk 

pendanaan dan skema burden-sharing. Melalui diplomasi bilateral dan multilateral, 

khususnya dengan Australia serta forum Bali Process dan ASEAN, Indonesia berupaya 

menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, keamanan nasional, dan reputasi internasional 

dalam isu perlindungan pengungsi.( Ramon et al., 2020). 

Penerapan prinsip non-refoulement di Indonesia tidak hanya mencerminkan komitmen 

terhadap nilai kemanusiaan universal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam 

memperkuat posisi tawar diplomasi negara di tingkat global. Dengan mengintegrasikan 

dimensi hukum internasional, kemanusiaan, dan politik luar negeri, Indonesia menampilkan 

peran sebagai aktor yang aktif dan adaptif dalam tata kelola pengungsi internasional, 

sekaligus menyeimbangkan kepatuhan terhadap norma global dengan perlindungan 

kepentingan nasional guna memperkuat citra dan kedaulatan negara. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dalam tulisan ini penulis mengangkat rumusan 

masalah yaitu Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan pengungsi 

internasional berfungsi sebagai instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi tawar 

Indonesia di tingkat internasional?  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip non-refoulement dalam 

kebijakan nasional Indonesia, menelaah posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan 

pengungsi di tingkat internasional, serta menjelaskan keterkaitan antara norma hukum 

internasional, kebijakan nasional, dan strategi diplomasi kemanusiaan dalam membentuk 

peran Indonesia yang berkomitmen pada nilai kemanusiaan sekaligus menjaga kedaulatan dan 

kepentingan nasional. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam 

penerapan prinsip non-refoulement dan pengaruhnya terhadap posisi tawar diplomasi 

Indonesia dalam penanganan pengungsi. Pendekatan ini menekankan analisis induktif dengan 

teknik triangulasi sumber guna memperoleh pemahaman kontekstual, bukan generalisasi, 

dengan prinsip transferability sebagai tolok ukur relevansi temuan. 
Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan dan praktik penanganan pengungsi di 

Indonesia, khususnya implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, mekanisme 

perlindungan serta koordinasi pemerintah dengan UNHCR dan IOM, serta implikasinya 

terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia di forum internasional. Sumber data terdiri atas 

data primer berupa dokumen hukum internasional, kebijakan nasional, serta laporan resmi 

UNHCR dan IOM, dan data sekunder yang meliputi literatur akademik, dokumen hukum, 

serta publikasi media relevan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran sumber daring 

resmi, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dari Kanwil HAM Sumatera Utara 

dan Kepulauan Riau, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 

menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN 

 

1. Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kebijakan dan praktik perlindungan pengungsi di 

Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip non-refoulement serta pengaruhnya terhadap 

posisi tawar diplomasi Indonesia dalam penanganan pengungsi di tingkat internasional pada 

periode 2016–2025. Penelitian ini menekankan pada bagaimana Indonesia, sebagai negara 

transit dan bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951, menerapkan prinsip non-refoulement 

melalui kebijakan nasional dan kerja sama internasional. Objek kajian meliputi Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, praktik 

koordinasi pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM, serta dinamika diplomasi 

Indonesia dalam forum bilateral dan multilateral, khususnya dengan Australia dan melalui 

Bali Process. Lokasi penelitian bersifat institusional, dengan Indonesia sebagai unit analisis 

utama. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional. Deskripsi 

objek penelitian ini menjadi dasar analisis pada pembahasan dalam menjelaskan hubungan 

antara penerapan prinsip non-refoulement dan penguatan posisi tawar diplomasi Indonesia. 

(Rayhan, 2025). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Population of Concern 
Sumber : UNHCR statistical report February 2025 

 

Berdasarkan Gambar 2. UNHCR Indonesia Fact Sheet Februari 2025 menunjukkan 

bahwa total populasi pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia mencapai 

12.379 orang. Pengungsi asal Afghanistan mendominasi dengan 5.159 orang (41,7%), diikuti 

Myanmar sebanyak 3.043 orang (24,6%), yang sebagian besar merupakan etnis Rohingya. 

Kelompok lainnya berasal dari Somalia, Yaman, Sudan, serta kategori “others” yang 

mencerminkan keberagaman asal pengungsi dari kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. 

Komposisi ini menegaskan peran strategis Indonesia sebagai negara transit multinasional 

dalam rezim perlindungan pengungsi internasional, sekaligus menunjukkan besarnya beban 

kemanusiaan yang ditanggung Indonesia meskipun belum menjadi pihak Konvensi Pengungsi 

1951. (UNHCR statistical report February 2025). 

Isu pengungsi di Indonesia memiliki dimensi strategis dan multidimensional, terutama 

karena posisi geografis Indonesia sebagai jalur transit utama pencari suaka menuju negara 

ketiga, khususnya Australia. Hingga Desember 2023, tercatat sekitar 12.295 pengungsi di 

Indonesia yang mayoritas berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan Sudan. Migrasi 

internasional menimbulkan dampak ganda, termasuk ancaman kejahatan lintas negara seperti 

penyelundupan manusia. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention on 

Transnational Organized Crime (UNTOC) beserta protokol penyelundupan migran melalui 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009, yang mewajibkan perlindungan dan perlakuan 
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manusiawi terhadap imigran gelap. Dalam konteks ini, posisi geografis Indonesia yang 

strategis memperkuat perannya dalam penanggulangan penyelundupan manusia melalui kerja 

sama regional dan internasional, sekaligus menegaskan keterkaitan antara isu pengungsi, 

keamanan, dan kewajiban kemanusiaan (Capaldi, 2023). 

 

2. Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di 

Indonesia 
 Implementasi prinsip non-refoulement di Indonesia dapat dilihat secara 

konkret melalui penanganan pengungsi Rohingya. Kasus Rohingya menjadi contoh empiris 

utama karena melibatkan tekanan kemanusiaan, keamanan, serta sorotan internasional yang 

tinggi. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951, pemerintah tetap mengadopsi 

prinsip non-refoulement sebagai dasar kebijakan dalam menangani kedatangan pengungsi 

Rohingya (M. T. Utami, 2020). 

Prinsip non-refoulement di Indonesia dibangun secara normatif melalui Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Regulasi 

ini menegaskan bahwa pengungsi yang berada di wilayah Indonesia tidak dapat dipulangkan 

secara paksa ke negara asal apabila menghadapi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan 

kebebasannya. Dalam konteks Rohingya, prinsip ini menjadi landasan utama bagi pemerintah 

untuk memberikan akses kemanusiaan, meskipun status hukum mereka tidak diatur secara 

penuh dalam sistem hukum nasional (Sumampouw et al., 2024). 

Implementasi kebijakan tersebut terlihat dari tindakan pemerintah Indonesia yang 

menerima pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayah Aceh dan beberapa daerah lainnya. 

Negara tidak melakukan penolakan langsung (push back) maupun deportasi paksa, melainkan 

mengoordinasikan penanganan bersama pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM. Langkah ini 

menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga 

diimplementasikan dalam praktik lapangan (Rachel et al., 2025). 

Selain itu, penerapan non-refoulement juga diuji melalui tekanan publik dan dinamika 

politik domestik. Munculnya penolakan dari sebagian masyarakat lokal terhadap keberadaan 

pengungsi Rohingya menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, pemerintah tetap menjaga 

kebijakan non-refoulement dengan menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi 

merupakan kewajiban kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan.(Rachel et al., 2025). 

Berdasarkan wawancara bersama “ Ramadhan Koeswana Staf Kanwil HAM,10 Desember 

2025” 

“Dalam penerapan prinsip non-refoulment ini dapat dipastikan bahwa pengungsi tidak 

dipulangkan secara paksa ke negara asal atau tempat yang berpotensi membahayakan 

keselamatan mereka,terlepas dari isu keamanan yang muncul,terdapat mekanisme untuk 

memastikan tidak terjadinya pemulangan paksa.” 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Non-Refoulement telah menjadi fondasi 

moral dan hukum dalam penanganan pengungsi di Indonesia, meskipun negara ini belum 

menjadi pihak dalam Konvensi 1951. Prinsip tersebut, yang melarang pengembalian 

(refoulement) seseorang ke wilayah di mana ia berpotensi menghadapi penganiayaan atau 

penyiksaan, telah berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang bersifat mengikat 

secara universal (customary international law) (Setiawan et al., 2023). 

 Namun , implementasi prinsip non-refoulement dalam kasus Rohingya tidak terlepas 

dari berbagai tantangan. Keterbatasan kapasitas negara, resistensi masyarakat lokal, serta 

kekhawatiran terhadap aspek keamanan menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan non-refoulement di Indonesia bersifat kontekstual 
dan adaptif, disesuaikan dengan kondisi domestik tanpa menghilangkan komitmen 

kemanusiaan dasar. 

 



JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner                                                                                                                                       
Vol. 04 No. 01, Tahun 2026, Hal. 877-886  e-ISSN: 3031-9498          

882 |Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIMU) 
 

3. Implementasi Prinsip Non-Refoulement dalam Konteks Kelembagaan dan Praktik 

Lapangan 

Implementasi prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di 

Indonesia tidak hanya tercermin dari sikap negara dalam menerima pengungsi, tetapi juga dari 

mekanisme kelembagaan dan praktik lapangan yang dijalankan. Dalam konteks ini, negara 

berperan sebagai pengatur kebijakan (policy maker) sekaligus koordinator utama yang 

melibatkan berbagai aktor, baik nasional maupun internasional, dalam penanganan pengungsi 

(M. T. Utami, 2020). 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi kerangka operasional yang 

mengatur pembagian peran antarinstansi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

aparat keamanan, hingga lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Dalam kasus 

pengungsi Rohingya, implementasi non-refoulement dijalankan melalui mekanisme 

penanganan sementara, penempatan di lokasi penampungan, serta pengawasan administratif 

tanpa melakukan tindakan pemulangan paksa. Hal ini menunjukkan bahwa negara secara 

sadar memilih pendekatan kemanusiaan dibandingkan pendekatan represif keimigrasian 

(Rayhan, 2025). 

Pada tingkat praktik lapangan, implementasi prinsip non-refoulement juga dipengaruhi 

oleh kondisi sosial dan geografis daerah penerima, khususnya di Aceh. Pemerintah daerah 

berperan penting dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, seperti pangan, 

tempat tinggal sementara, dan akses kesehatan. Dalam hal ini, nilai-nilai kemanusiaan lokal 

dan solidaritas masyarakat menjadi faktor pendukung penerapan non-refoulement, meskipun 

tidak selalu berjalan tanpa hambatan.(Buto & Lhokseumawe, 2024) 
Namun, praktik implementasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan non-

refoulement di Indonesia tidak bersifat mutlak, melainkan adaptif dan kontekstual. Negara 

tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan pengungsi, membatasi akses kerja 

dan mobilitas, serta menyerahkan proses penentuan status pengungsi kepada UNHCR. 

Langkah ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara komitmen 

kemanusiaan dan kepentingan kedaulatan negara. 

 

4. Mekanisme Posisi Tawar Diplomatik dalam Penanganan Pengungsi 

a) Tawar-Menawar dengan Organisasi Internasional (UNHCR/IOM) 

 Tawar-menawar Indonesia dengan UNHCR dan IOM menjadi pilar utama diplomasi 

pengungsi Indonesia sebagai negara transit. Dengan mendelegasikan penentuan status 

pengungsi (RSD) kepada UNHCR, Indonesia menerapkan strategi pragmatis untuk 

menghindari kewajiban perlindungan permanen, sekaligus menegaskan bahwa tanggung 

jawab utama berada pada rezim perlindungan global. Melalui kerja sama ini, Indonesia 

mendorong solusi jangka panjang seperti resettlement dan jalur pelengkap sebagai bentuk 

responsibility-sharing. Namun, ketergantungan pada UNHCR dan keterbatasan kuota 

resettlement menimbulkan penumpukan pengungsi di dalam negeri, yang mencerminkan 

paradoks negara transit: posisi tawar internasional meningkat, tetapi kapasitas domestik tetap 

terbatas (Kaur et al., 2021). 

b) Tawar-Menawar Bilateral: Kasus Indonesia–Australia 

 Hubungan Indonesia–Australia dalam isu pengungsi mencerminkan pola tawar-

menawar bilateral yang asimetris namun saling bergantung. Australia memandang Indonesia 

sebagai negara penyangga (buffer state) dalam kebijakan externalization of asylum, dengan 

dukungan finansial dan teknis melalui UNHCR dan IOM untuk menahan arus pencari suaka. 

Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk memperoleh burden sharing tanpa meratifikasi 

Konvensi 1951. Namun, kebijakan Australia seperti turn back the boat menimbulkan 

ketegangan karena berpotensi mengalihkan beban kemanusiaan dan menantang kedaulatan 

Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan dan prinsip 



JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner                                                                                                                                       
Vol. 04 No. 01, Tahun 2026, Hal. 877-886  e-ISSN: 3031-9498          

883 |Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIMU) 
 

non-refoulement sebagai modal normatif untuk menjaga legitimasi moral dan ruang 

kedaulatan. (Moretti, 2022). 

c) Tawar-Menawar Multilateral: Bali Process 

 Bali Process berfungsi sebagai instrumen multilateral non-binding yang dimanfaatkan 

Indonesia untuk memperkuat posisi tawar regional dalam isu pengungsi dan migrasi tidak 

teratur. Sebagai co-chair, Indonesia menggunakan forum ini untuk mendorong prinsip burden 

sharing dan tanggung jawab kolektif tanpa terikat kewajiban hukum yang mengikat. Melalui 

dukungan UNHCR, IOM, dan Regional Support Office (RSO), Bali Process 

mengintegrasikan agenda perlindungan pengungsi dan pemberantasan penyelundupan 

manusia. Forum ini memungkinkan Indonesia menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan, 

keamanan, dan fleksibilitas kebijakan, sekaligus memperkuat perannya sebagai aktor kunci 

dalam tata kelola pengungsi kawasan Asia-Pasifik. (McNevin, 2019) 

5. Strategi Diplomasi Indonesia dalam Isu Pengungsi dan Penguatan Posisi Tawar 

Negara 

Penerapan prinsip non-refoulement yang konsisten memberikan dampak strategis 

terhadap posisi tawar diplomasi Indonesia. Dalam konteks ini, non-refoulement tidak hanya 

berfungsi sebagai kewajiban kemanusiaan, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang 

memperkuat legitimasi moral Indonesia di tingkat internasional (Setiawan et al., 2023). 

Strategi diplomasi Indonesia dalam isu pengungsi dijalankan melalui pendekatan 

diplomasi kemanusiaan (humanitarian diplomacy). Indonesia memanfaatkan komitmennya 

terhadap non-refoulement untuk membangun citra sebagai negara yang bertanggung jawab 

secara moral, meskipun tidak terikat secara formal oleh Konvensi 1951. Citra ini menjadi 

modal diplomatik dalam menjalin kerja sama internasional (Ardli Johan Kusuma et al., 2019).  

Pada tingkat internasional, Indonesia menggunakan prinsip non-refoulement sebagai 

dasar tawar-menawar dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, khususnya 

dalam hal pendanaan, dukungan operasional, serta solusi jangka panjang seperti resettlement. 

Pada tingkat bilateral, penerapan non-refoulement memperkuat posisi Indonesia dalam 

negosiasi dengan negara-negara mitra, termasuk Australia, dalam pengelolaan migrasi dan 

pengungsi (Kuhuparuw et al., 2024).  

Sementara itu, pada tingkat multilateral, Indonesia memanfaatkan forum Bali Process 

sebagai sarana untuk mendorong pembagian tanggung jawab regional (burden sharing) tanpa 

kehilangan fleksibilitas kebijakan domestik. Strategi ini memungkinkan Indonesia tetap 

menjaga kedaulatan negara sekaligus mempertahankan komitmen kemanusiaan. 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi Indonesia, 

khususnya penerapan prinsip non-refoulement dalam kerangka kebijakan luar negeri, 

berperan signifikan dalam memperkuat posisi tawar diplomasi Indonesia di tingkat 

internasional. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan 

Protokol 1967, komitmen kemanusiaan tetap dijalankan secara konsisten melalui Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 serta kerja sama dengan UNHCR dan IOM, yang 

menunjukkan peran aktif Indonesia dalam rezim perlindungan pengungsi internasional. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan legitimasi moral dan 

kredibilitas diplomatik yang meningkatkan kepercayaan komunitas internasional serta 

memperluas ruang negosiasi Indonesia dalam kerja sama bilateral dan multilateral. 

Perlindungan pengungsi tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban kemanusiaan, tetapi juga 

sebagai instrumen strategis kebijakan luar negeri.  

Secara empiris, penguatan posisi tawar diplomasi Indonesia tercermin dalam kerja 
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sama dengan UNHCR dan IOM melalui negosiasi dukungan pendanaan dan solusi jangka 

panjang bagi pengungsi, dalam hubungan bilateral dengan Australia melalui upaya pembagian 

tanggung jawab pengelolaan migrasi regional, serta dalam forum multilateral seperti Bali 

Process melalui peran kepemimpinan normatif yang fleksibel dan non-mengikat. 

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu pengungsi memungkinkan 

negara menyeimbangkan kepentingan nasional, kedaulatan, dan nilai kemanusiaan, sekaligus 

memaksimalkan posisi Indonesia sebagai negara transit dalam tata kelola pengungsi 

internasional. 
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